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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:  

Mantan Direktur Keuangan PT Waskita Karya Tbk. (Persero) 

dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pribadi untuk 

mengganti kerugian PT Waskita Karya Tbk. (Persero) namun bukan 

berdasarkan mekanisme ketentuan dalam hukum perusahaan melainkan 

ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan Mantan Direktur Haris Gunawan 

tersebut sudah tidak lagi terikat tanggung jawabnya kepada Menteri BUMN 

selaku perwakilan Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham 

mayoritas dalam PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ketentuan hukum 

perusahaan dalam UU BUMN maupun UU PT hanya mengatur 

pertanggungjawaban pribadi penggantian kerugian bagi seorang direksi 

yang memang masih menjabat dan terikat tanggung jawab kepada RUPS. 

Keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi dapat menjadi dasar hukum 

bagi Mantan Direktur Keuangan tersebut untuk dapat dikenakan tuntutan 

pidana. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, saran yang dapat 

diberikan antara lain:
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Keterlibatan mantan direksi tersebut harus diselidiki ulang oleh 

Penyidik secara menyeluruh apakah benar tindakannya atau kelalaiannya 

menyebabkan kerugian kekayaan negara. Bila memang ditemukan bukti-

bukti baru yang diduga mengindikasikan adanya kerugian negara yang 

memang benar disebabkan akibat dari keterlibatan, kelalaian atau kesalahan 

mantan direktur tersebut, harus segera dilaporkan dan dilakukan proses 

penyidikan sesuai mekanisme ketentuan hukum pidana. 

Upaya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh oleh organ 

kepengurusan lain pun harus diimplementasikan secara tepat dan efektif. 

Kurangnya pengawasan terhadap karyawan bahkan pimpinan perseroan 

oleh direksi-direksi sebelumnya dan bahkan seluruh manajemen Perseroan 

Terbatas lainnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terbukanya 

kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan aksi penggelapan atau 

korupsi dana operasional perusahaan. Direksi harus tetap diawasi secara 

internal dari Organ Kepengurusan Perseroan lainnya secara 

bertanggungjawab, obyektif dan netral dari pengaruh apapun. Manajemen 

perusahaan dan organ-organ kepengurusan perseroan terbatas perlu usaha 

lebih untuk lebih teliti lagi dalam mengawasi anggota-anggota pegawai dan 

karyawan agar kejadian yang sama tidak terulang atau dapat diminimalisir 

kerugiannya. Negara, pegawai instansi, organ kepengurusan perusahaan-

perusahaan dan para penyidik pun harus bisa lebih vokal dan selalu bekerja 

sama dengan menerapkan asas keterbukaan dan transparansi serta lebih 

memperhatikan kepentingan masyarakat umum terlebih jika ada kerugian 



 

 

62 
 

 
 

nyata yang dialami akibat adanya kasus korupsi baik perorangan maupun 

korporasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Pemegang Saham PT Waskita Karya

 

Sumber : https://www.idnfinancials.com/id/wskt/pt-waskita-karya-persero-tbk 

diakses 14 Maret 2022 

https://www.idnfinancials.com/id/wskt/pt-waskita-karya-persero-tbk
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